
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR 35                                                               TAHUN  2005 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

NOMOR  6  TAHUN  2005  
 

TENTANG 
 

PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN 

ANGGARAN DASAR KOPERASI  
DI KOTA CIREBON 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 
pemberian pelayanan pengesahan akta 
pendirian, perubahan anggaran dasar dan 
pembubaran koperasi merupakan wewenang 
dan tanggungjawab Pemerintah yang dalam 
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 
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 b. bahwa dengan pertimbangan untuk  
efektifitas dan efisiensi, maka diterbitkan 
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan  
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 
Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan   
dalam Rangka Pengesahan Akta     
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar      
dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan 
Kabupaten/Kota, dimana kewenangan di 
bidang perkoperasian tersebut dilimpahkan 
menjadi kewenangan Bupati/Walikota;  

 c. bahwa untuk tertib dan teraturnya 
pelaksanaan pelayanan pengesahan akta 
pendirian, perubahan anggaran dasar dan 
pembubaran koperasi setelah menjadi urusan 
Pemerintah Kota Cirebon perlu lebih 
ditingkatkan dan ditata lagi dengan 
menetapkan pengaturannya dalam Peraturan 
Daerah Kota Cirebon;  

 
Mengingat :  1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3502); 

 
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);  

 
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854); 
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7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

 

 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994  Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3540); 

 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 
Koperasi  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3591); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu031.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
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http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/94pp04.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp09.pdf
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12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

 

14. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
oleh Koperasi; 

 

15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 
Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, 
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Koperasi; 

 

16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 
Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam 
Rangka Pengesahan Akta Pendirian, 
Perubahan Anggaran Dasar dan 
Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan 
Kabupaten/Kota; 
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17.  Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 
Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang 
Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk 
Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, 
Perubahan Anggaran Dasar dan 
Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional; 

 

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat 
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 
1986 Nomor 4 Seri D); 

 

 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan 
Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 6); 

 

 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga 
Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan  
WALIKOTA CIREBON 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI 
DI KOTA CIREBON. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja perangkat daerah yang 
membidangi Koperasi. 

 

5. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja perangkat 
daerah yang membidangi koperasi.  

 

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau      badan hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas  
kekeluargaan. 
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7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang seorang dan dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan 
usaha dan atau mempunyai kepentingan yang sama. 

 

8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 
3 (tiga) koperasi. 

 

9. Kantor Cabang Koperasi adalah Perwakilan Kantor Pusat / 
Propinsi yang melaksanakan kegiatan usaha di Wilayah 
Kota Cirebon. 

 

10. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat 
oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan 
memuat Anggaran Dasar Koperasi. 

 

11. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang 
memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 

 

12. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

 

13. Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
pemberian pelayanan perijinan terhadap penyelenggaraan 
koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota. 

 
 

http://www.bphn.go.id/
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14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi. 

 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan yang didapatnya. 

 

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang 
dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek 
Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan 
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
Retribusi yang telah ditetapkan. 

 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 
disingkat STRD  adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi atau sanksi administrasi berupa denda. 

 

21. Rapat Anggota Tahunan, yang selanjutnya dapat disingkat 
RAT adalah rapat anggota yang merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dilakukan 
sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. 

10 
 
 
22. Koperasi Simpan Pinjam, yang selanjutnya dapat disingkat 

KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha 
simpan pinjam. 

 

23. Unit Simpan Pinjam, yang selanjutnya dapat disingkat USP 
adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan 
pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang 
bersangkutan. 

 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan 
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah. 

 

25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik,  
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada 
Bank Jabar Cabang Cirebon. 

 
BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal  2 
 

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum bagi kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh Koperasi dengan memberikan 
pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi. 
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